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ABSTRAK

Suci Rahmadhani :Analisis Kemandirian Dan Ketergantungan Keuangan
Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Pada
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2019

Pembimbing : Dian Fitria Handayani, S.E, M.Sc

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) Tingkat
Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu (1) dokumentasi yaitu berupa
laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, (2) studi kepustakaan yaitu
untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam sumber
seperti buku, parmendagri dan dokumen lainnya. Data yang diteliti yaitu data
Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2019, data Realisasi Pendapatan
Transfer tahun 2016-2019, data Realisasi Pinjaman tahun 2016-2019, data
Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2016-2019. Teknik analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) Rata-rata tingkat kemandirian keuangan
daerah pada Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2019 masih berkisar antara O -
25% sehingga dikategorikan kemampuan keuangan daerahnya rendah sekali , (2)
Rata-rata ketergantungan keuangan daerah kabupaten Tanah Datar tahun 2016-
2019 dengan skala interval >50% dengan kriteria resiko ketergantungan keuangan
daerah sangat tinggi.

Kata Kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan dampak reformasi yang harus dihadapi
oleh setiap daerah di indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit
pelaksana otonomi daerah, dimana pembiayaan penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Derah (PAD) dengan
di dukung oleh dana perimbangan antara pusat dan daerah. Hal ini menuntut
pemerintahan daerah untuk lebih meningkatkan sumber-sumber penerimaan
guna meningkatkan pendapatan daerah. Otonomi membuka kesempatan bagi
daerah untuk mengeluarkan segala potensinya secara optimal sehingga
kemandirian daerah pun dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan dapat terwujud. Artinya, Daerah dapat mengatur dan mengurus
daerahnya sendiri dengan mengelola serta mengembangkan potensi sumber
daya alam dan masyarakat daerah. Tujuan lain dengan adanya otonomi daerah
adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan dapat
mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. Apabila daerah sudah
mampu mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya alamnya secara
optimal, maka bisa dikatakan peranan pemerintah pusat semakin berkurang
karena daerah yang bersangkutan mampu melaksanakan urusan otonomi tanpa
campur tangan pemerintah pusat dan sudah dapat membiayai urusan

pemerintah daerah itu sendiri.



Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah
ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah
dilakukan dengan baik sesuai peraturan pemerintah yang telah ditetapkan,
tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan daerah itu sendiri.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan
daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama
dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk
memaksimalkan otonomi daerah dan mengurangi sumbangan dari pemerintah
pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah dengan menggali semaksimal mungkin sumber-sumber PAD. Karena
semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah
untuk membiayai kebutuhannya menyelenggarakan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah
merupakan peluang sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintah
daerah memiliki sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri
potensi tersebut, sehingga daerah tersebut mampu untuk membiayai
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah, pembangunan, dan pelayanan
sosial masyarakat. Sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai

sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan bagi



daerah dalam tugas-tugas pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan
daerah. Otonomi Daerah dapat melaksanakan wewenang yang luas dalam
merencanakan dan  mengalokasikan dana yang diperoleh  untuk
penyelenggaraan pembangunan suatu daerah yang sesuai dengan kebutuhan
daerah tersebut.

Pembangunan daerah adalah proses perubahan sistem yang
direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi
pembangunan bangsa dan kemajuan sosial ekonomi, yang pelaksanaan
pembangunan bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat agar tujuan
tersebut dapat tercapai. Maka pelaksanaan pembangunan tersebut harus
dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan
efisien dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang
dalam pengelolaan keuangan masih timbul masalah, hal ini menjadi dasar
dalam pelaksanaan pelayanana publik serta juga merupakan tuntutan
reformasi. Melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang
No 33 Tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah
daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin
campur tangan pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan kewenangan
dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan
prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan penuh pertanggung
jawaban kepada masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan

kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang



dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang
berkembang di daerah.

Menurut Julitawati dkk (2012) menyatakan bahwa pemerintah daerah
diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk
memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah
semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang
punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali
Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan
pembangunan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur
berdasarkan jumlah dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Semakin
besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan
pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting
dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Secara umum bantuan
yang berasal dari luar PAD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi
Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemandirian keuangan
daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dibandingkan pendapatan yang berasal dari luar PAD. Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah



daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Selain
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan juga merupakan salah satu
sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah
tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan
keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan
masyarakat secara adil dan makmur.

Dengan adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan
satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam
mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber
pendapatan daerah secara efektif dan efisien khususnya pendapatan asli daerah
sendiri yang merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-
sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (Andirfa, 2016) salah satu instrument untuk menilai
kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan
melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja
yang telah ditetapkan dan disahkan. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang



meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator
keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-
undangan selama periode anggaran. Pengukuran Kinerja Keuangan dapat
diukur berdasarkan bagaimana ketergantungan daerah terhadap total
pendapatan daerah.

Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah. Salah satu Badan Daerah yang melaksanakan
Fungsi Penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang melaksanakan
fungsi penunjang di Bidang Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada
dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar.
Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di
Sumatera Barat . Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah membentuk Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Rasio Kemandirian Daerah melihat perbandingan antara sumber
pendapatan internal daerah terhadap sumber dana eskternal. Semakin tinggi

rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan



pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi untuk pemerintah
kabupaten/kota) semakin rendah. Apabila semakin tinggi rasio kemandirian,
semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, retribusi daerah
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang
sah merupakan komponen utama PAD. Rasio kemandirian keuangan yang
dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan
jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman
daerah juga semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah
semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung
dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh
penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio
ketergantungan daerah ini maka semakin semakin besar tingkat
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat atau
pemerintahan provinsi. Hal ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap
bantuan pihak ekstern semakin rendah demikian pula sebaliknya. Rasio ini
ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta dana transfer
terhadap total pendapatan.

Keberhasilan suatu daerah terlihat dari penerimaan pendapatan asli
daerah meningkat tiap tahunnya dan pertumbuhan ekonomi pada setiap sektor
yang membaik sehingga kemandirian suatu daerah khususnya kabupaten
Tanah Datar dapat dilihat dari berapa besar kontribusi PAD terhadap

pendapatan daerah. Semakin besar PAD suatu daerah maka semakin kecil



ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat. PAD tidak hanya berasal
dari sumber pendapatan dan bantuan atau pinjaman tetapi juga dari potensi
daerah itu sendiri. Berikut ini Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2016-2019 pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Total Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun Anggaran 2016-2019
Total Pendapatan Pendapatan Asli Pendapatan Lt el

Tahun Daerah Daerah Transfer

Pendapatan
Daerah yang Sah

2016 | 1,188,763,795,259.84 | 118,971,143,693.84 | 1,062,269,282,015.00 [ 7,523,369,551.00
2017 | 1,224,559,427,709.56 | 172,812,022,623.56 | 1,047,455,556,300.00 [ 4,291,848,786.00
2018 | 1,230,335,931,942.65 | 115,914,187,914.65 | 1,069,760,679,524.00 | 44,661,064,504.00

2019 | 1,339,705,948,547.89 | 129,785,828,001.89 | 1,157,151,619,891.00 | 52,768,500,655.00
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Total Pendapatan Daerah
pada Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Tanah Datar pada
tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 ke tahun 2017
mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan ditahun 2018 mengalami
penurunan yang sangat drastis, dan ditahun 2019 mengalami kenaikan lagi.
Pada pendapatan transfer pada Kabupaten Tanah Datar mengalami Fluktuasi,
dan penurunan terjadi di tahun 2017 dan 2019. Namun dari data diatas belum
menggambarkan bagaimana rasio kemandirian dan rasio ketergantungan
keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016-
2019, apakah rasio kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah sudah

dapat dijalankan secara optimal serta bagaimana kriteria penilaian kemampuan



keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian dan ketergantungan keuangan
daerah.

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan
jelas kita hanya dapat melihat atau mengetahui kondisi keuangan suatu
pemerintah daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan atau penurunan
pada kabupaten/kota. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah
daerah/kota akan menggambarkan kinerja nya. Namun, dalam
menggambarkan Kinerja keuangan daerah tidak hanya dilihat dari jumlah saja
tetapi dilihat dari persentase perbandingan antara sumber pendapatan internal
daerah terhadap pendapatan eksternal. Untuk mengukur tingkat kemandirian
keuangan daerah yang dilakukan dengan cara pendapatan asli daerah dibagi
dengan transfer ditambah pinjaman. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana
ketergantungan keuangan daerah tersebut dengan membandingkan pendapatan
transfer dengan pendapatan daerah yang disebut rasio ketergantungan. Dengan
melakukan perbandingan tersebut, dapat dilihat kinerja pemerintah daerah
Kabupaten Tanah Datar apakah rasio kemandirian sudah memiliki tingkat
kemandirian yang tinggi dan tingkat ketergantungan keuangan Daerah yang
rendah, apakah pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar sudah berhasil
memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah yang ada serta bagaimana
kriteria penilaian kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian
dan ketergantungan keuangan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan analisis kemandirian dan

ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2016-2019, yang berfungsi untuk
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melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan-
pendapatan daerah untuk mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah
dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam
pembentukan pendapatan daerah yang lebih optimal atau dengan meminta
kewenangan yang lebih luas agar dapat mengelola sumber pendapatan lain
yang masih dikuasi oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk
meneliti atau mengangkat judul yang membahas tentang:  “Analisis
Ketergantungan dan Kemandirian Keuangan Daerah Dalam
Melaksanakan Otonomi Daerah Pada Kabupaten Tanah Datar Tahun

2016-2019”

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka rumusan masalah hal

ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016-
2019 berdasarkan analisis kemandiriannya?

2. Bagaimana pola hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2019?

3. Bagaimana ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan daerah
kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2019?

4. Bagaimana Kkriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah

kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2019?
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan maksud:

1. Untuk menganalisa Kkinerja pemerintahan kabupaten Tanah Datar
berdasarkan rasio kemandirian daerah selama kurun waktu 4 tahun
terakhir.

2. Untuk mengetahui pola hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Tanah Datar selama kurun waktu 4 tahun terakhir

3. Untuk menganalisa ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan
daerah kabupaten Tanah selama kurun waktu 4 tahun terakhir.

4. Untuk mengetahui kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah

kabupaten Tanah Datar selama 4 tahun terakhir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagi Penulis
Hasil penelitian dapat memperluas pengetahuan dan wawasan di bidang
kinerja keuangan daerah khususnya ketergantungan daerah terhadap
pendapatan daerah dan dapat mengaplikasikannya dari bangku kuliah
kedalam dunia kerja.

2. Bagi Instansi Pemerintah Kabuapten Tanah Datar
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan
masukan dalam peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang lebih

optimal, agar hasilnya yang dicapai sesuai target yang diharapkan.
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3. Bagi Pembaca
Sebagai bahan menambah wawasan tentang Kinerja pemeritahan daerah
kabupaten Tanah Datar khusunya ketergantungan keuangan daerah dan
dapat dijadikan salah satu referensi bagi penulis berikutnya yang

membahas topik yang sama.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil data analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun
2016-2019 memiliki rata-rata 12% yang masih berkisar antara 0-25%,
sehingga pola hubungan yang terjadi antara pemerintah daerah dan
pemerintah pusat yaitu instruktif artinya peranan pemerintah pusat lebih
dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Jadi, Pemerintah
Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerahnya sendiri.

2. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pada Kabupaten Tanah Datar
tahun 2016-2019 masih sangat tinggi dengan rata-rata 87%, dengan
kriteria penilaian rasio yang berada pada angka diatas 50% berarti
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau
pemerintah daerah dikategorikan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan
peranan Pemerintah Daerah semakin berkurang dan masih mengandalkan
bantuan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi karena Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Datar belum mampu untuk menutupi semua biaya yang
ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Pendapatan Daerah

yang ada.
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B. Saran
Berdasarakan pada hasil analisa dan kesimpulan yang telah diperoleh,
maka dapat diberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Daerah
a. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan
evaluasi terhadap pemungutan dalam membayar pajak, retribusi
daerah, meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah yang merupakan komponen
utama Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Perlu memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak

dan retribusi daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.
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